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KEPALA DESA SLAMPARE.IO
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SLAMPAREJO,

bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja
pemerintahan desa, dan melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 2 Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
maka perlu mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495},

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
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Peraturan Persenintah Morrwe 00 Tab.
Peraturan Prlaksanaantitutang irelang Mosres ¢
20148 yertang 1esa (Lembmrnn Negmra Fegn bk
Tahun 2014 Momew 120 Tambmban [rmberan
Republik  Indonesia Nomresw 5919 aebagmimerna e
diubah dengan Peraturan Pemerintab MNormes ) of
2015 tentang Perubahan Atas feraturan e
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelak sar s
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang [ e s
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahoun 201,
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negnra  Hepoblik
Indonesia Nomor 5717),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 teritarng
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran FPerndaparan
dan Belanja Negara (Lembaran Negnran Repobilik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lermbor
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagnimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerntah Nomor o
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  Feratiorar
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana
Desa vang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Repubhik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);

Negara

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
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Profil esa dan Reluoal

Pemtumn Menten: Dalam Negro N

tentang Pestoman Tekmis Peraturan i iesa

Repubbhk Indonesia Tahun 20104 Nomor 20¥ |

Peraturman Menten Dalam Negenn Nomor 1127

tentang Pemilihan Kepala Desa (Benta Negara
indonesia Tahun 2014 Nomor 2092} sebagaimana i
dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 65 lTahu
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentenn Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Permilihan kepala
Desa (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093):

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5):
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhennan
Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 88)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kera
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6)

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
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“ Camal adalab Kepalon Koo innn
6 Dean adalah kesatomn rrieay avrabost b
batas wilayaly vang berwennng oo

mengurus urusan pemmenmntahan, kepentoparn
soetempat berdasarkan prakarsa  masyvaraka j

usul, dan/atau hak tradisional vang chiakun cfar cdibie,

dalam sistermn Pemerintahan Negara Kesatuan Fepol,
Indonesia
7. Pemerintahan Desa adalah penvelenggaraan oo

pemerintahan dan  kepentingan masyarakat  seternpa
dalam sistern Pemerintahan Negara Kesatuan Republil
Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan [Desa

9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah [Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewapban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan vyang
ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
Peraturan Desa.

12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan
tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam
menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa.

14. Unsur Staf adalah pegawai yang memiliki kecakapan,
keterampilan dan kompetensi untuk membantu tugas-

tugas perangkat desa.
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15. Sekretaris Desa adaiah

prrangkat i

membantu kepaln desa dalam bida

]

pemerintahan dan pembangunan

arTia elin

pemberdayaan masyarakat

16. Kepala Urusan selanjutnya disebut

staf sekretanat vang membantu Sekretans

Kaur adalal

Desa
melaksanakan urusan kesekretanatan

17. Kepala Seksi selanjutnva disebut Kasi adalah pelaksas

teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala

sebagai pelaksana tugas operasional

18. Dusun adalah bagian wilavah dalam Desa vang

merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemernntahan
Desa.

19. Kepala Dusun adalah pelaksana kewillavahan vang
merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan
tugas kewilayahan.

20. Penataan Perangkat adalah suatu proses dalam upava
meningkatkan keteraturan, ketertiban dan keamanan

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. selanjutnva
disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekena pada
instansi pemerintah.

23. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dar
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD
Pemerintah Desa dan  unsur masyarakat  vang
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal vang
bersifat strategis.

25. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga

dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masva




26.

sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masvyarakat.

Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh
wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat

lainnya

BAB 11
STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Slamparejo

Pasal 2

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

(1)

(2)

(3

(4)

{5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 3
Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa,
Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Sesuai Surat Keputusan Bupati tentang klasifikasi jenis
desa di Kabupaten Malang, Desa Slamparejo masuk
dalam klasifikasi desa Swakarya;

Klasifikasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu
oleh unsur staf sekretariat.

Sekretariat Desa terdin dari 3 (tiga) urusan, yaitu :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;

b. Kepala Urusan Keuangan;

c. Kepala Urusan Perencanaan.

Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang
diangkat oleh Kepala Desa

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat dibantu oleh 1 {satu) orang staf yang diangkat
dengan Keputusan Kepala Desa.

Pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun merupaka



unsur pembantu Kepala Desa sebhagn: satuan togss
kewilavahan, dengan jumlah 4 { empat | Dusano vartg

a Kepala Dusun Krajan

b. Kepala Dusun Busu

(9) Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepals
Desa sebagai pelaksana tugas operasional
(10) Pelaksana teknis terdiri dari 3 (tiga) seks, yaitu
a. Kepala Seksi Pemerintahan;
b. Kepala Seksi Kesejahteraan,
c. Kepala Seksi Pelayanan.
{11) Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
Bagian Kedua
Tata Kerja Pemerintah Desa
Pasal 4
(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa dan Perangkat
Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi darn
(2) Susunan Organisasi dan Tata Kena Pemenintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB Il

TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5
(1} Kepala Desa Dbertugas memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Kepala Desa menyelenggarakan
pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi:

a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa. sepert
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perlindungan masvarakat, admimstras: kepen«d
dan penataan dan pengelolaan wilayah dess

b. melaksanakan pembangunan seperti pembangor
sarana prasarana perdesaan, pembangunan bida
pendidikan dan kesehatan;

c. pembinaan kemasvarakatan, seperti pelaksanaan hal
dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat
sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan
ketenagakerjaan;

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisas
dan motivasi masyvarakat di bidang budaya, ekonom
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga dan karang taruna; dan

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga

pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa

lainnya.

Pasal 6
(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan

Sekretariat Desa.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi

tata

melaksanakan urusan ketatausahaan sepert

a.
surat menyurat, arsip, dan

naskah, administrasi
ekspedisi;
b. melaksanakan urusan umum  seperti penataan

administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana
desa dan kantor, penyapan rapd

perangkat
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Perangkat [waa BFAD dan embaga pen
lamnva
d melaksanakan urusan peTENCAnaan s per
rencana angEaran pendapatan dan belan
men@mnventanss data data dalam AL
pembangunan, melakukan momtonng dan
Program, serta penyusunan aporan,
¢ melaksanakan tugas dan fungs Aepala Desa
Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnva. can
{. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Sekretanis Desa bertanggung awab kepada
Kepala Desa
(49) Dalam melaksanakan fungs: sebaga:mana dimaksud dalam
ayat (3), uraian tugas sekretans desa meliputs
a. menyusun rancangan produk hukum desa,

b. mengundangkan produk hukum desa,
menyusun Rancangan LFPD. Rancangan [PPD dan
Rancangan LKPJ Kepala Desa:
d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas peranghka!
desa lainnya;
memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan

LFR A

e.
f. memberikan pelayanan administrass,

g melakukan penatausahaan keuangan desa

h. menyusun Rancangan RPJMDesa, Rancangan RKPDesa

dan Rancangan RAPBDesa,
i. menginventarisir dan mengelola aset desa.
j. mengelola administrasi kepegawaian,

k. mengumumkan informasi Pemenntahan Desa
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Pasal 7
{1) Kepala Urusan berkedudukan sebaga: unsur staf
sekretariat
{2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada o
bertugas membantu Sekretaris [Desa dalam
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan 'ogos
pemerintahan

{3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pod
ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungs:

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memibik fungs
melaksanakan urusan ketatausahaan sepert

i. tata naskah;

ii. administrasi surat menyvurat,

arsip dan ekspedisi;

penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
penyiapan rapat;

pengadministrasian aset,

inventarisasi;

perjalanan dinas;

pelayanan umum;

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
memberikan saran dan perumbangan kepads
Sekretaris Desa dalam bidang umum, dan

b ow KBS S <7 B

xiii. melaksanakan tugas lain yvang diberikan
Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasis o

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungs: melaksan

kan urusan keuangan seperti :
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PENguUruUsAan adminiatiast kevangan
RAMININtMA  aiimber st

petidlapatan RTE

pengeluarn
verifikas administras kevangan,

administrns prenghasilnn
Desa. BPD,  gan

lainnva,

Kepaln Dess, Peeanghont
lembaga  pemenntaban  dean
memberikan  saran  dan pertimbangan  kepada

Sekretanis Desa dalam brdang kenangan, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh

Sekretaria Desa sesuai dengan bidang tugnanya

. Kepala Urusan Perencanaan memihiki fungms mengko

ordinasikan urusan perencanaan seperti

i

i,

1,

MENyusun rencana anggaran pendapatan  dan
belanja desa.

menginventarisir data data dalam raungkn
pembangunan;

melakukan monitoring dan evaluasi program,

- Penyusunan laporan; dan

- melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh

Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana
teknis.

2)

(3)

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

k.
ii.

1i.

melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
menyusun rancangan regulasi desa;

pembinaan masalah pertanahan:



W pemibinaan hetentraman dan kete

rtiban

pelaksanaar UPaya perhindungan masyarakat

Vi Lr-prmhuhnkmn,
Vil penataan dag pengelolaan wilayah
vill. pendataan (ay, Pengelolaan Profil Desa. dan
IX. melaksanakan tgas lain yang diberikan Kepala
Desa sesuai dengan bidang tugasnya

b, Kepala Seksi
melaksanakan -

Kesejahternan mempunvai  fungsi

i,

pPembangunan sarana prasarana perdesaan,

Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,

. sosialisasi serta motivasi

masyvarakat di bidang
budaya, ekonomi,

politik,  lingkungan hidup,
Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan
karang taruna: dan
iv. melaksanakan tugas lain yang dibernikan Kepala
Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
i. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
ii. meningkatkan Upaya partisipasi masyarakat,
ili. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan
iv. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan
Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa

jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.
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BAR V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkas
Agar setap orang mengetahuinva, memenntahkan
pengundangan Peraturan Desa 1 dengan penempatann. 4
dalam Berita Desa Slamparejo

Ditetapkan da SLAMPAREJO
Pada Tanggal 30 Januan 2019

MPARELIO

hundangkan di : SLAMPAREJO
ada Tanggal - Januar 2019
SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO

PONIDI
NIP.19720827200906 10001
HERITA DESA SLAMPAREJO TAHUN 2019



Lampiran
Nomor
Tentang

Peraturan Desa Slamparejo
Tahun 2019
- Struktur Organisasi dan Tata
Kerja pemerintah [Desa
Slamparejo

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
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EPALA DESA SLAMPAREJO,




